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Pelayanan Berbasis E-Government

Pada era Society 5.0, pemerintah memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan E-Government. E-

Government merupakan strategi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik dan aliran

informasi, dengan membangun jaringan digital yang efisien agar pelayanan lebih cepat, hemat biaya,

dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pelayanan Publik

Beberapa jenis pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang termasuk di

dalamnya ialah perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya

KTP Elektronik (KTP-el), merupakan dokumen penting dalam pelayanan administrasi

kependudukan bagi WNI dan WNA yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah/pernah menikah.

KTP-el dilengkapi chip dengan sistem autentikasi digital untuk mencegah pemalsuan dan duplikasi

data, serta terhubung ke database kependudukan nasional. KTP berfungsi sebagai alat pencatatan

identitas dan dasar akses berbagai layanan publik serta dokumen resmi lainnya.Perkembangan sistem

KTP di Indonesia telah mengalami transformasi dari sistem manual ke elektronik. Dasar hukum

KTP-el diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 64 ayat (1), yang mewajibkan semua warga,

termasuk pemula, lansia, dan disabilitas, untuk melakukan perekaman dan memiliki KTP-el sebagai

identitas resmi yang terintegrasi secara nasional.

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Indonesia sebagai negara berkembang menerapkan

teknologi digital dalam pelayanan publik melalui Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan

menciptakan birokrasi terintegrasi, efisien, dan transparan.

Salah satu wujud nyatanya adalah pelayanan administrasi

kependudukan seperti perekaman e-KTP, yang sangat

penting bagi kelangsungan aktivitas masyarakat dan

mendukung pembangunan nasional. Sesuai UU No. 23

Tahun 2006, adminduk mencakup pengelolaan data dan

dokumen kependudukan untuk mendukung pelayanan

publik dan sektor lainnya.



PENDAHULUAN

3

Transformasi bentuk KTP dari tahun ke tahun

Periode 2002 - 2004 Periode 2004 - 2010 Periode 2011 - sekarang
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Kabupaten Sidoarjo mempunyai jumlah penduduk 2 juta jiwa berdasarkan data per 2024,

dengan usia 15-19 tahun sejumlah 139,26 ribu jiwa, dimana jumlah tersebut memenuhi 6,95%

dari jumlah penduduk di Sidoarjo. Untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap akan

pentingnya kepemilikan identitas kependudukan atau E-KTP, Disdukcapil Sidoarjo

meluncurkan program Goes To School (GTS) sejak 2022. Program Goes To School ini

mengacu pada Perbup No. 78 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas,

dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Program ini bekerja sama dengan SMA/SMK Se-Kabupaten Sidoarjo untuk melayani

perekaman dan pencetakan KTP bagi pemula langsung di sekolah dengan sistem jemput bola.

Kegiatan dilakukan setiap Selasa atau Kamis, meliputi proses perekaman lengkap hingga

pencetakan di tempat. Sasaran program Goes To School untuk siswa siswi yang berumur 16

dan 17 tahun. Siswa usia 17 tahun bisa langsung menerima KTP, sementara usia 16 tahun

hanya bisa merekam dan mengambil KTP saat sudah berusia 17 tahun di MPP Lingkar Timur.

Program Goes To School merupakan wujud komitmen Pemkab Sidoarjo untuk pemerataan

kepemilikan E-KTP, khususnya bagi pelajar usia 17 tahun. Program ini memudahkan siswa

mendapat layanan KTP tanpa mengganggu belajar, serta membantu pemerintah memperbarui

data kependudukan dan memenuhi target KTP pemula.
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Bagaimana Implementasi

Program Goes To School 

(GTS) Dalam Pelayanan

Pembuatan E-KTP Di 

Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil

Kabupaten Sidoarjo?
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Berdasarkan hasil observasi setiap tahunnya di

Kabupaten Sidoarjo jumlah penduduk terus bertambah

yang menyebabkan wajib KTP setiap tahunnya juga

bertambah. Hal tersebut mengakibatkan pada jumlah

yang mengikuti Program Goes To School untuk

perekaman dan percetakan KTP juga setiap tahunnya

juga ikut bertambah.

Berikut adalah tabel data perbandingan banyaknya

siswa siswi SMA/SMK yang sudah rekam sekaligus

cetak E-KTP pada Program Goes To School (GTS)

tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo:
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Berdasarkan Tabel 1, banyak siswa antusias mengikuti program Goes To School di Kabupaten

Sidoarjo, namun hal ini membuat Disdukcapil kewalahan. Hasilnya, hanya 30% hingga 50% E-

KTP yang berhasil dicetak. Dari yang belum tercetak, 30% adalah siswa berusia 16 tahun,

sementara 70% sudah berusia 17 tahun. Bagi siswa yang sudah 17 tahun namun belum bisa cetak di

tempat, KTP bisa diambil di Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam 1–2 hari. Berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan, idealnya pada Program Goes To School siswa berusia 17 tahun bisa langsung

rekam dan cetak KTP di lokasi. Program Goes To School belum berjalan optimal karena beberapa

kendala. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena :

1. Jumlah pegawai Disdukcapil tidak mencukupi, idealnya jumlah pegawai 120 orang, tapi saat

ini hanya ada 90, dan hanya 10 yang ditugaskan untuk program ini.

2. Sarana dan prasarana belum memadai.

3. Keterbatasan waktu karena harus menyesuaikan jadwal sekolah dan jam kerja Disdukcapil.

4. Data dari pusat belum sepenuhnya sinkron, sehingga ada siswa berusia 17 tahun yang belum

bisa langsung cetak KTP.

5. Masalah SOP dari program tersebut juga belum jelas dan program tersebut juga kurang

sistematis.

Adapun hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program tidak maksimal dan menimbulkan antrean

panjang.
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Putri Bunga Kasih dan Hagia Harsanti, 2022 dengan judul

“Implementasi Program Jemput Bola Layanan E-Ktp Di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah

Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Hery Herawan, Candradewini, Ratna Meisa Dai, 2021 dengan judul

“Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi

Kependudukan Dalam Pembuatan Ktp El Di Kabupaten Bandung”.

Maria Anis Suhartatik, Isnaini Rodiyah, 2024 berjudul

“Implementasi Program Sipraja dalam Pelayanan Administrasi

Publik”

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut,

dapat disimpulkan bahwa berbagai kendala

dalam pelayanan administrasi kependudukan

masih sering terjadi hingga saat ini. Adapun

hambatan utama dalam implementasi program

pelayanan kependudukan yakni kurangnya SDM,

sarana prasarana yang terbatas, lemahnya

komunikasi dan sosialisasi, serta belum

optimalnya struktur organisasi dan penguasaan

teknologi oleh pelaksana.
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Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode

deskriptif.

Pendekatan Teori

Penelitian ini mengacu pada teori implementasi

menurut George C. Edward III (1980: 10) , terdiri

atas 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi, struktur birokrasi.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu terkait dengan

Implementasi program Goes To School (GTS)

dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sidoarjo.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data

dilakukan melalui observasi,

dokumentasi, dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, yakni di analisis

menggunakan model analisis menurut

Miles dan Huberman (1994) ada 4 yakni :

pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, penarikan kesimpulan.

Sumber Data

• Data Primer

• Data Sekunder
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1. Komunikasi
Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam program Goes To School, Disdukcapil

Sidoarjo memulai komunikasi dengan mengirim surat ke sekolah. Baik sekolah yang mengajukan maupun tidak tetap dilayani. Setelah

itu, dilakukan survei dan sosialisasi kepada guru, yang kemudian menyampaikan informasi ke siswa. Proposal berisi rincian program

juga diberikan agar sekolah memahami dan menyetujui kegiatan tersebut. Pembagian tugas dalam tim sudah jelas dan sesuai fungsi.

Komunikasi internal yang baik ini membuat program berjalan lancar. Konsistensi pelaksanaan, yang awalnya seminggu sekali lalu

menjadi dua kali pada 2024 karena pemilu, turut menunjang efektivitas program. Komunikasi dalam Program Goes To School sudah

terimplementasikan dengan baik, dibuktikan dengan banyak nya sekolah yang sudah bekerja sama setiap tahunnya terus bertambah

seperti diagaram 1 dibawah ini :

Diagram 1. menunjukkan peningkatan jumlah sekolah bekerja sama dalam program

Goes To School pada 2023–2024. Peningkatan jumlah sekolah yang bekerja sama

dengan Disdukcapil dalam program Goes To School menunjukkan bahwa program ini

semakin efektif dan mendapat respons positif dari sekolah-sekolah di Kabupaten

Sidoarjo. Konsistensi dalam pelaksanaan program dan peningkatan frekuensi

pelaksanaannya pada tahun 2024 berperan penting dalam meningkatkan angka

kepemilikan E-KTP bagi siswa usia 17 tahun. Maka dari itu adanya konsistensi

yang baik juga terjadi karena komunikasi yang baik antar Disdukcapil

Kabupaten Sidoarjo dengan sekolahan SMA/SMK se Kabupaten Sidoarjo.
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2. Sumber Daya
Sumber daya ialah unsur utama dalam menganalisis

kebijakan yang sedang dijalankan, yang terdiri dari tiga

aspek, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan

atau anggaran, dan sumber daya fasilitas atau sarana

prasarana. Sumbeer daya pada Program Goes To School di

Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo menghadapi berbagai

kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait

keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan kendala

teknis, meskipun dukungan anggaran dinilai memadai.

Keterbatasan jumlah staf, alat cetak, serta masalah jaringan

dan teknis lainnya menyebabkan program belum berjalan

optimal, terutama saat menangani banyaknya peserta

perekaman.

Meski demikian, para petugas telah memiliki kualifikasi

yang memadai dan berupaya maksimal dalam memberikan

pelayanan. Kesuksesan implementasi program ini sangat

bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai.

Adapun kurangnya sumber daya yang dapat membuat

pengimplementasian program berjalan tidak optimal

dibuktikan dengan data jumlah pegawai Keseluruhan di

Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025:

Tabel 2. menunjukan jumlah pegawai Disdukcapil Sidoarjo saat ini sebanyak

90 orang, masih di bawah kebutuhan ideal yaitu 120 orang. Dalam program

Goes To School, hanya maksimal 10 pegawai yang ditugaskan, sehingga saat

peserta perekaman banyak, pelaksanaan program menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, dengan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran,

dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran

program.
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3. Disposisi
Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memainkan peranan dimana

sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Agar kebijakan

dapat terlaksana secara efektif, pelaksana kebijakan perlu memahami

langkah-langkah yang perlu dilakukan serta memiliki keahlian yang

dibutuhkan untuk melaksanakannya dengan baik. Pada Program Goes To

School di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo, sangat bergantung pada

disposisi pelaksana yang mencakup sikap, komitmen, keterampilan, dan

pemahaman terhadap kebijakan. Disposisi disini sudah terimplementasikan

dengan baik yakni seperti Pemilihan birokrat yang tepat, evaluasi kinerja

yang rutin, serta pemberian insentif berupa SPPD. Adapun kinerja pegawai

yang baik dan juga memiliki kualifikasi serta pemahaman yang memadai

mengenai kebijakan pelayanan perekaman E-KTP dalam Program Goes To

School dapat dilihat pada dokumentasi berikut :

Dari gambar 1. Dapat dilihat bahwa para pegawai yang sedang bertugas

pada Program Goes To School ini menunjukan bahwa memiliki sikap,

karakteristik, kuaalifikasi serta pehaman yang memadai. Dan para petugas

yang ada di lapangan juga telaten dalam melayani para siswa yang sedang

melakukan perekaman E-KTP. Maka dari itu adanya Disposisi yang baik

membuat pelaksana tetap menjalankan tugas secara profesional

meskipun menghadapi berbagai tantangan.
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4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh struktur birokrasi.

Meskipun tersedia sumber daya dan pelaksana memahami serta termotivasi

menjalankan tugas, kelemahan dalam struktur birokrasi dapat menghambat

implementasi kebijakan. Struktur ini mencakup dua aspek utama: standar

operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Program Goes To School (GTS)

di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa struktur birokrasi

yang terorganisir, koordinasi yang baik antarinstansi, serta penggunaan SOP

global yang ada, mampu mendukung efektivitas pelayanan publik, meskipun

belum memiliki SOP khusus. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk DPR dan

pihak sekolah, memperkuat pelaksanaan program melalui pengawasan dan

sinergi. Adapun SOP global bidang dafduk yang digunakan dalam

pengimplementasian Program Goes To School agar program bias berlangsung

dengan baik, yaitu pada tabel 3 berikut :

Dari tabel 3. Dapat dilihat bahwa Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo untuk

pelayanan perekaman KTP bagi pemula pada Program Goes To School

mengacu pada SOP global bidang dafduk. Hal tersebut dilakukan agar

Program Goes To School di SMA se Kabupaten Sidoarjo berjalan secara

optimal. Hal ini menegaskan bahwa meski birokrasi bisa kompleks,

koordinasi yang efisien dan fleksibilitas dalam prosedur tetap dapat

memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.
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Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Goes To School di Disdukcapil

Kabupaten Sidoarjo berjalan cukup efektif. Dari sisi komunikasi, informasi disampaikan dengan jelas dan

pembagian tugas terorganisir, meskipun perlu peningkatan dalam pembaruan informasi. Dari aspek sumber

daya, program masih terkendala pada jumlah staf dan fasilitas teknis, meskipun anggaran sudah memadai. Pada

indikator disposisi, pegawai menunjukkan sikap positif dan kualifikasi yang baik, didukung evaluasi kinerja dan

insentif rutin. Sementara itu, struktur birokrasi berjalan efektif melalui koordinasi yang baik meski masih

mengacu pada SOP umum, sehingga disarankan dibuat SOP khusus untuk program ini.
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